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ABSTRAK
Poligami adalah suatu ikatan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang. Menurut Undang-undang perkawinan sebelum melakukan poligami harus terlebih dahulu memeperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama setempat.
Permasalahan penelitian terdiri dari: Bagaimana proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sumber? Mengapa permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumber? dan Bagaimana izin perkawinan poligami dalam perspektif fiqh dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974? Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.
 Pelaksanaan Permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Sumber telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut harus memuat bukti-bukti dan alasan-alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan poligami tersebut jika alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin poligami terpenuhi. 
Berdasarkan ketentuan formal tentang izin poligami di pengadilan Agama secara eksplisit tidak ditemukan dan termasuk dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad Saw namun secara implisit dapat ditemukan dari sumber dan dalil-dalil hukum Islam dengan melakukan ijtihad, penafsiran, dan pemikiran hukum seperti istislah (mencari kemaslahatan) serta sadd adz-dhari’ah (menutup jalan kemadharatan).
Secara sosial-filosofi ketentuan yuridis formal yang berkenaan dengan diwajibkannya izin Pengadilan Agama untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawadah dan rahmah dalam rangka mu’asyarah bil ma’ruf, terwujudlah kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan oleh masing-masing suami istri.




ABSTRACT


Polygamy is a marriage bond for a man with more than one wife at the same time, but is limited to four people. According to the Marriage Act before committing polygamy must first obtain permission from the Religious Court and apply for permission for polygamy in the local Religious Court.
The research problem consists of: How does the application process permits polygamy in the Religious Sumber? Why polygamous marriage license application in court Sumber? and How to permit polygamous marriage in the perspective of religious law and marriage law No. 1 of 1974? in writing this thesis using qualitative methods and presented descriptively.
Implementation of the application for permit polygamy Sumber Religious Court in accordance with the Marriage Law, Article 4, paragraph 1, which states that a husband who will have more than one wife, then it must apply for permission for polygamy in the local religious court. The application letter should contain evidence and full reasons underlying the application for a license is polygamous, and must meet the requirements stipulated by applicable legislation. Religious Court judge will grant the petition polygamy if the reasons and sayart-requisite to apply for permission for polygamy are met.
Under the provisions of formal permission for polygamy in the Religious Court explicitly not found and included in the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad but implicitly can be found from the source and the arguments of the law by doing ijtihad, interpretation, and Islamic legal thought as Istislah (look for the benefit) and sadd adh-dhari'ah (occlude kemudharatan).
In socio-formal judicial philosophy of the provisions relating to mandatory religion court permission for polygamy is that the existence and consequences of polygamous marriages run in accordance with what is desired religious Shari'ah, namely the creation of households that can revive the values of justice on the basis mawadah and rahmah in order mu'asyarah bil ma'ruf, realization tranquil family life so as to reap the expected happiness by each spouse.

















A. PENDAHULUAN 	
1. Latar Belakang Masalah
Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 3 yang berbunyai:

                               
”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
Hukum perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang di isyaratkan oleh kata kunci Surat an-Nisa:” maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja”. Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu.
[bookmark: page13]Menurut Pasal 3 ayat (1)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :
“Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”.
Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan bahwa :
“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangutan”.
Dengan adanya Pasal 3 ayat (2) ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, Dalam Undang-undang ini tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.
Jadi dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, tetapi apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka suami dapat beristri lebih dari seorang jika ada izin dari Pengadilan Agama.

Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Peradilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka dan fenomena seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya.
[bookmark: page15]Berdasarkan abstraksi pemikiran diatas, maka terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi pentingnya suatu penelitian terhadap peranan proses permohonan izin poligami yang sangat menentukan di Pengadilan Agama Sumber, Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti peranan proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumber dan alasan-alasan Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan izin perkawinan poligami serta mendeskripsikan izin poligami dalam perspektif fiqh dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2.	Rumusan Masalah. 
Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumber ? 
2. Mengapa permohonan izin perkawinan poligami dilakukan di Pengadilan Agama Sumber ?
3. Bagaimana izin perkawinan poligami dalam perspektif fiqh dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 ? 
3.	Tujuan dan Manfaat Penelitian.  
Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka perlu dipaparkan tujuan dan manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumber. 
2. Untuk menjelaskan alasan-alasan Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan izin pekawinan poligami.
3. Untuk menganalisis izin prekawinan poligami dalam perspektif fiqh dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Manfaat penelitian ini, diarahkan untuk mengungkapkan nilai-nilai manfaat penulisan tesis :
a. Secara praktis akademik, berguna bagi khasanah kepustakaan.
b. Secara filosofis akademik, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
c. Secara sosial akademik, berguna bagi kepentingan masyarakat.
A. KAJIAN PUSTAKA
1. Pengertian Poligami
Bahasa poligami berasal dari masdar dari kata:تعدد يتعدد تعددا  yang berarti beristri lebih dari seorang perempuan. sedangkan secara Istilah : أربع نسوة رجل يتزوج أكثر من امر أة الي  yang berarti seorang laki-laki menikah lebih dari seorang perempuan (Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, 2002:150).
Secara istilah poligami memiliki arti, perbuatan seorang lelaki mengumpulkan dalam tanggungan dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu (Abdurrahman, 2003:25). Dalam bukunya Abddurrahman Ghazali (2003:131), Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tudingan yang mendiskreditkan dan mengindentikan poligami dengan yang negatif Persepsi mereka (Eka Kurnia, 2006:6), poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tudingan lain poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh (Siti Musdah Mulia, 2004:43).
Jadi dapat disimpulkan bahwa poligami adalah suatu ikatan perkawinan yang salah satu pihak atau mengawini beberapa lawan jenisnya am waktu yang bersamaan akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari’atkan oleh Allah Swt.
2. Hukum Poligami Dalam Islam
Ayat 3 surat An-Nisa sebagaimana yang ditulis diatas secara ekplisit seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah Saw memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita (Quraish Shihab, 1999:199).
Musfir al-Jahrani kebolehan poligami di dalam al-Qur’an adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemulyaannya. Kebolehan poligami terdapat pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil (Khoiruddin Nasution, 1996:100).
B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif, yaitu dengan menggunakan jenis analisis logik. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field reaseach) di Kantor Pengadilan Agama Sumber sebagai obyek dan sasaran penelitian. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan (Azwar Saefudin, 1998:06). Untuk memahami konsep dasar tentang dunia empirik yang akan diteliti, peneliti mengamati, menelaah dan memahami fenomena sosial yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan proses izin perkawinan poligami di pengadilan agama dalam meresolusi setiap konflik sebagai bentuk pengimplementasian secara internal dari konflik keluarga, dengan turun langsung kelapangan dan berbaur dengan masyarakat, serta ditunjang oleh beberapa referensi peneliti secara langsung maupun tidak langsung harus mampu menyelami realitas sosial yang diteliti.
Setelah itu peneliti akan mengembangkan kesimpulan sementara sebagai bahan dalam pengamatan berikutnya. Penelitian pada kasus ini merupakan fenomena sosial di masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya dalam sidang di Pengadilan Agama Sumber tentang permasalahan izin perkawinan poligami.

2. Fokus Penelitian
Berdarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka yang menjadi fokus atau pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:
a. Peranan proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumber.
b. Alasan-alasan Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan izin perkawinan poligami.
c. Izin perkawinan poligami dalam perspektif fiqh dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Pemilihan tempat penelitian tersebut dilakukan secara sengaja (purpossive) didasarkan pada pertimbangan bahwa: 1) Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon memberikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Cirebon yang semakin hari jumlah penerimaan perkara semakin bertambah. 2) Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon melayani masyarakat dalam pelayanan izin poligami di Pengadilan Agama sangat cepat prosesnya.
4 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian kualitatif, jenis data yang akan dicari bisa dibedakan menurut jenisnya ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer akan memperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara (interview) langsung dengan responden serta pengamatan (observasi) di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen, monografi dan data statistik.
5. Jenis Penelitian
Hakikat pelaksanaan penelitian ini adalah kegiatan pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Setelah data terkumpul, tugas berikutnya adalah mengelola data dan menganalisisnya data (Jamali dan Ahmad Asmuni, 20015:24).
 6.	Teknik Pengumpulan Data
Untuk menumpulkan data pada penelitian ini, diperlukan alat dan teknik sesuai dengan penggunaan penelitian, seperti observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.
a.	Observasi
Metode obsevasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki (Sutrisno Hadi, 1982:2). Dalam hal ini terkait yang terjadi di Pengadialan Agama Sumber, begitu juga dengan fenomena kehidupan sosial dan kulturnya. Diantaranya yang akan diobservasi yaitu:
1) Pengadilan Agama Sumber
2) Kantor Urusan Agama
b. Wawancara (interview)
Yang dimaksud dengan metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jelas. Tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan terhadap tujuan penelitian (Arikunto Suharsini,1998:135). Wawancara dilakukan sesuai dengan panduan yang berisi seperangkat pertanyaan yang mengacu kepada pertanyaan penelitian.
Adapun yang diwawancarai adalah:
1) Ketua Pengadilan Agama Sumber.
2) Hakim Pengadilan Agama Sumber.
3) Kepala Kantor Urusan Agama.
4) Masyarakat yang mengajukan pormohonan izin poligami.
c. Dokumentasi
Yang dimaksud dokumentasi disini adalah pengumpulan data dengan menelusuri beberapa arsip-arsip atau dokumen-dokumen seperti: Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Keputusan Menteri Agama, Arsip, serta dokumen-dokumen yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan di Kantor Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.  
C. HASIL PENLETIAN DAN PEMBAHASAN
a.	Peranan Proses Permohonan Izin Perkawinan Poligami dalam Hukum Acara Pengadilan Agama Sumber diantaranya:
1. Pemohon, bersama Termohon dan calon istri Pemohon mendatangi Pengadilan Agama setempat wilayah kediaman pemohon.
2. Ke meja 1 untuk mendaftar Perkara yang memuat nama , umur, tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan calon istri Pemohon:
· Mengumumkan alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang.
· Pemohon mengemukakan tuntutan atau petitum.
3. Permohonan di proses oleh Panitera gugatan dan didaftar pada Register Induk Perkara dengan membawa bukti-bukti yang diperlukan. 
4. Sidang pertama Pemohon, Termohon serta Calon Istri Pemohon di mediasi oleh majelis hakim.
5. Sidang kedua Pemohon , Termohon menghadirkan saksi-saksi dan pihak Termohon dan Calon Istri Pemohon.
6. Pembuktian: Surat pernyatan berlaku Adil, kode P.1, Surat keterangan Penghasilan dari Kantor Desa, kode P.2. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon, kode P.3. Memeriksa KTP, Buku Kutipan Akta Nikah, kode P.4.
7. Putusan diterima oleh Pemohon dan dapat diajukan banding apabila ada terdapat hal yang perlu untuk diajukan banding.
8. Membayar biaya perkara yang dibebankan terhadap Pemohon.
9. Pelaksanaan poligami dilaksanakan oleh Pegawai pencatat Nikah (PPN) (KUA Kecamatan) disediakan calon istri Pemohon.
b.	Alasan-Alasan Pengadilan Agama Sumber Dalam Memberikan Izin Perkawinan Poligami
Izin beristri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami), dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subyek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syari’at Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memerikasa dan memutus  perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.
Alasan-alasan Pengadilan Agama dalam memberikan izin perkawinan poligami berdasarkan pada pasal 56 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:
a. Ada atau tidaknya aturan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
2) Bahwa istri mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan;
3) Bahwa istri tidak bisa melahirkan keturunan.
b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri baik lisan maupun tulisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan pengadilan.
c. Ada atau tidak adanya kemapuan suami untuk menjalankan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperhatikannya
d. Surat keterangan mengenai penghasilan suami.
e. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
f. Ada atau tidak ada jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan peryataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu (Idris Rumulyo, 2002:184).
D. Analisis Tentang Izin Perkawinan Poligami dalam Prespektif Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Pandangan-pandangan ulama fiqh yang sudah diungkapkan diatas dalam pendahuluan tersebut adalah seperti Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Abu Bakar as-Sarakhsi, Abu Bakar Mas’ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i Al-Quraisyi yang dikenal dengan nama simpel Imam Syafi’i bahwa poligami yang di dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan Ta’addud az-Zawazt, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama fiqh seperti yang diatas sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam seperti yang dikatakan Imam As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Begitu juga Imam Ibnu Mas’ud al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dan Imam asy-Syafi’i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengujungi istri di malam atau di siang hari (Amiur Nuruddin, 2004:158). 
Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat ulama fiqh (fuqaha), setidaknya ada delapan keadaan:
1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
3. Istri sakit ingatan.
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
5. Istri memiliki sifat buruk.
6. Istri minggat dari rumah.
7. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang, misalnya.
8. Kebutuhan suami beristri lebih dari satu dan jika tidak menimbulkan kemadaratan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.


E.1.	Izin Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Fiqh Istislah dan Sadd Adz-dhari’ah 
Adapun tinjauan Istislah dan Sadd Adz-dhari’ah dalam perspektif fiqh  tentang izin perkawinan poligami merupakan bagian dari lapangan ijtihad, penafsiran dan pemikiran hukum seperti Istislah (mencari kemaslahatan) serta Sadd Adz-dhari’ah (menutup jalan kemudharatan), maka ada kewenangan undang-undang untuk mengaturnya. Pengaturan oleh undang-undang terhadap masalah-masalah perkawinan itu dimaksudkan agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tujuan syara’. Terutama masalah izin perkawinan poligami dimana aturan pelaksanaannya tidak ditentukan di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw., maka dalam hal ini wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar sama wajibnya dengan mematuhi aturan-aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya serta Ulil Ambri. Hal tersebut sesuai dengan mengambil maslahat (istislah) atau menutup jalan kemudharatan (sadd adz-dhari’ah). Dengan teori ini menyatakan bahwa dalam implementasi izin perkawinan poligami pada Pengadilan Agama adalah untuk menutup jalan kemudharatan sehingga terhindar dari konflik suami istri, karena itu izin perkawinan poligami kepada Pengadilan Agama jika memang itu wajib dilakukan untuk menutup jalan kemadharatan maka izin perkawinan poligami ke Pengadilan Agama itu fath adz-dhari’ah (membuka jalan kemaslahatan).
E.2.	Izin Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin perkawinan poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junto Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975, menyatakan bahwa “ Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya”(Depag RI, 1996/1997: 210).
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa Izin untuk beristri lebih dari seorang” (Depag RI, 1996/1997:263-264).
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melaui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum” (Depag RI, 1996/1997:307).
Meskipun ajaran Islam membolehkan dan telah menetukan aturan-aturan bagi mereka yang berpoligami, namun sering kali timbul permasalahan saat seorang pria muslim melakukan perkawinan poligami. Dalam berbagai literatur buku-buku, majalah, artikel dan karya tulis lainnya acap kali mendilematis poligami yang dianggap sebagai persoalan krusial untuk dikaji ulang. Kecenderungan sebagian kalangan memiliki opini bahwa poligami sebagai ajaran yang tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia, poligami mengadung banyak unsur negatif, dan membawa implikasi sosial yang menjadi preseden buruk bagi masyarakat serta sejumlah persepsi lainnya yang intinya memojokkan ajaran dan pelaku poligami.
Persepsi yang demikian ternyata menjadi salah satu penyebab maraknya praktek poligami tidak sehat. Keadaan ini dapat dimaklumi, karena pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencermarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri. Fenomena demikian itulah yang menjadi dasar opini mereka yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal pasangan poligami yang mengikuti ketentuan-ketenuan perkawinan sesuai hukum materil maupun formil tidak menemui masalah-masalah sebagaimana yang dihadapi pasangan poligami tidak sehat. Rumah tangga mereka rukun dan bahagia sama halnya dengan perkawinan monogami lainnya.
Oleh karena itu, inti persoalan disini adalah bagaimana agar mereka yang berkeinginan untuk berpoligami mengikuti ketentuan-ketentuan syari’at perkawinan. 
Berdasarkan prinsip tersebut, disini akan ditinjau kemaslahatan atau dengan kata Istislah (mencari kemaslahatan), apa sebenarnya yang terkandung dalam ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang keharusan mendapat izin Pengandilan Agama untuk berpoligami. Ketentuan mengenai hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “ Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatkan “ dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa Izin untuk beristri lebih dari seorang”. Sedangkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.
Ketentuan-ketentuan diatas secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi ini dipahami dari hubungan kalimat ‘wajib” pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI yang menyatakan “tidak mempunyai kekutan hukum”.
 Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan diatas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi.
Konsekuensi perkawinan tersebut selanjutnya akan menjadi lebih rumit, karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan itu juga dianggap tidak ada, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, oleh Undang-undang sesuai dengan Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap anak lahir diluar perkawinan sehingga tidak mempunyai hubungan perdata (hukum) kecuali semata dengan ibunya. Dengan demikian semua hak-hak perdata anak akan terlepas dari sang ayah, artinya sang ayah tidak mempunyai kewajiban apapun secara hukum, dan dalam hal ini baik ibu atau anak-anak itu sendiri tidak dapat menuntut hak-hak mereka, termasuk hak-hak yang menyangkut harta kekayaan (ahli waris).
Urgensi izin poligami menurut ketentuan undang-undang bersifat prosedural untuk memberikan jaminan hukum atas terjadinya perkawinan itu, sehingga eksistensinya secara yuridis formal diakui. Perkawinan secara materil sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan baru diakui terjadinya perkawinan apabila dilakukan memenuhi ketentuan formal, maka ketentuan formil hukumnya sama dengan ketentuan materil untuk sahnya suatu perkawinan.
Dengan demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut.
Kedudukan urgensi izin Pengadilan Agama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam, dimana hukum formal itu mengikuti hukum materil yang turut menetukan sahnya perkawinan. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan materil tetapi tidak memenuhi ketentuan formalnya, dianggap perkawinan itu tidak pernah terjadi, yang dalam istilah fiqh disebut “Wujuduhu ka adamihi”, sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formal, tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materil, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.
Oleh karena itu, meskipun secara materil perkawinan itu sah tetapi secara formal belum sah, sehingga oleh negara selamanya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada kecuali jika dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN. Sedangkan pihak PPN menurut Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan “Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 43”.
Dengan demikian dapat dipahmai bahwa urgensi keharusan izin Pengadilan Agama untuk berpoligami secara sosio-filosofi sangat menyangkut eksistensi perkawinan dalam pengakuan hukum maupun pergaulan masyarakat. Secara sosio yuridis atau secara fiqh, nilai-nilai filosofi yang diusung ketentuan Undang-undang yang mengaharuskan adanya izin untuk berpoligami adalah eksistensi perkawinan:
1. Tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada (wujuduhu ka adamihi), sehingga tidak menimbulkan akibat hukum;
2. Tidak dapat dijadikan dasar untuk kepentingan hukum secara legal- formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu.
3. Tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari.
4. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami istri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.
Berdasarkan pandangan ulama fiqh yang diungkapkan diatas bahwa ketentuan formal tentang izin poligami di Pengadilan Agama secara eksplisit tidak ditemukan dan termasuk dalam Al-Qur’an maupun sunnah Nabi Muhammad Saw., namun secara implisit dapat ditemukan dari sumber dan dalil-dalil hukum Islam dengan melakukan ijtihad, penafsiran dan pemikiran hukum (Sudirman Teba, 2003:87), sebagimana berikut Firman Allah Swt., dalam surat an-Nisa ayat 59 :
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnanya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
Firman Allah Swt. tersebut selain menyatakan perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga menerangkan bahwa taat kepada Ulil Amri sama wajibnya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Pengertian Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah kekuasaan negara yaitu undang-undang. Artinya setiap orang beriman wajib taat kepada ketentuan undang-undang sebagimana ia wajib taat kepada ketentuan al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya. Tentunya selama ketentuan undang-undang itu tidak memerintahkan untuk mempersekutukan Allah dan tidak berisi ketentuan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Swt.
Ayat ini juga dipahami sebagai dasar pelimpahan kewenangan kepada undang-undang untuk mengatur segala sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan di dalam kitabullah dan tidak pula ada sunnah Nabi yang menjelaskannya. Namun para ulama sepakat terbatas pada hal-hal yang termasuk dalam lapangan ijtihad, penafsiran, dan pemikiran hukum seperti Istislah (mencari kemaslahatan) serta Sadd Adz-dhari’ah (menutup jalan kemadharatan). 
Dengan demikian, karena masalah-masalah perkawinan merupakan bagian dari lapangan ijtihad, penafsiran dan pemikiran hukum seperti Istislah (mencari kemaslahatan) serta Sadd Adz-dhari’ah (menutup jalan kemadharatan), maka ada kewenangan undang-undang untuk mengaturnya. Pengaturan oleh undang-undang terhadap masalah-masalah perkawinan itu dimaksudkan agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tujuan syara’. Terutama masalah perkawinan poligami dimana aturan pelaksanaannya tidak ditentukan di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw., maka dalam hal ini wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar sama wajibnya dengan mematuhi aturan-aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) junto Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menyatakan Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undangini, maka ia wajib mengajukan permohonan ijin poligami ke Pengadilan agama didaerah tempat tinggalnya.
E. Kesimpulan
Setelah dilakukan telaah atas permasalahan yang telah dirumuskan melalui pembahasan-pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Tata cara proses permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sumber diantaranya sebagai berikut:
a. Perkawinan Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama;
b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama ditempat tinggalnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
c. Surat permohonan;
d. Pembuktian;
e. Penetapan;
f. Biaya perkara;
g. Pelaksanaan poligami.
2. Alasan-alasan Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan izin perkawinan poligami diantranya:
a. Ada atau tidak adanya atauran yang memungkinkan seorang uami kawin lagi:
1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
2) Bahwa istri mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan;
3) Bahwa istri tidak bisa melahirkan keturunan.
b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri baik lisan maupun tulisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan Agama;
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjalankan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperhatikannya;
d. Surat keterangan mengenai pengahasilan suami;
e. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama;
f. Ada atau tidak adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
3. Berdasarkan ketentuan formal tentang izin poligami di Pengadilan Agama secara eksplisit tidak ditemukan dan termasuk dalam al-Qur’an maupun sunnah Nabi Muhammad Saw., namun secara implisit dapat ditemukan dari sumber dan dalil-dalil hukum Islam dengan melakukan Ijtihad, penafsiran dan pemikiran hukum seperti Istislah (mencari kemaslahatan) serta Sadd Adz-dhari’ah (menutup jalan kemadharatan).
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